Komisi Pemberantasan Korupsi

2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama © YUNITA DYAH SUMINAR
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK . 215127
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/80 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/45 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 326 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000
4. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 340.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, NISSAN X-TRAIL MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SIENTA MPNP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

880.000.000

120.000.000

3.137.525.979

4.137.525.979

4.137.525.979

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RETNO SUDEWI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR PENUNJANG
3. NHK : 215124
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/80 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/80 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 837 m2/750 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , Rp. 1.250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 305.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 5.500.000

2. MOBIL, WRV RS CVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

300.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 73.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 588.407.545
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 3.616.907.545
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.616.907.545
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD dr. ADHYATMA, MPH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KINETIKA SINANTRI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK . 274951
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/225 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.010.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 564 m2/250 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, Rp. 4.500.000.000
3. Tanah Seluas 4.980 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL
SENDIRI Rp. 1.693.200.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2.  MOBIL, MITSUBHISI OUTLANDER SPORT Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 125.000.000
3. MOBIL, CRETA PRIME HYUNDAI MINIBUS Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 320.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

7.203.200.000

448.000.000

331.737.000

15.550.000
7.998.487.000
56.574.142
7.941.912.858

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD dr. REHATTA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . AGUNG PRIBADI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 840632
Il. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/200 m2 di KAB / KOTA
KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 1.380.525.000

Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/270 m2 di KAB / KOTA
KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 775.525.000

Tanah Seluas 514 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI
Rp. 169.525.000

Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/100 m2 di KAB / KOTA
JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 185.254.000

Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI
Rp. 175.525.000

Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI
Rp. 73.525.000

Tanah Seluas 1.755 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL
SENDIRI Rp. 81.525.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

MOBIL, NISSAN SERENA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
70.525.000

MOBIL, BMW X5 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 155.525.000
MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
99.275.000

LAINNYA, POLYGON SEPEDA ROAD BIKE POLYGON A6 Tahun

Rp. 2.841.404.000

Rp. 1.351.880.750
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2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.525.000

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

LAINNYA, POLYGON SIERRA DELUXE SPORT LADY Tahun
2017, HASIL SENDIRI Rp. 2.725.000

LAINNYA, POLYGON SIERRA LITE 24 Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 2.207.250

LAINNYA, POLYGON PATH 18 DISC Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 7.572.500

LAINNYA, POLYGON ZENITH FX Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 1.250.000

LAINNYA, POLYGON URBANO I3 Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 1.725.000

LAINNYA, POLYGON ZENITH DX DI2 Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 8.725.000

LAINNYA, BROMPTON M6L Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
30.725.000

LAINNYA, BROMPTON M6R Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
35.725.000

LAINNYA, IRUKA FOLDING BIKE Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 27.725.000

LAINNYA, POLYGON DEVINE R5 Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 8.725.000

LAINNYA, POLYGON COzZMIC CX 1.0 Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 7.752.000

LAINNYA, POLYGON HELIOS 560 Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 9.725.000

LAINNYA, POLYGON URBANO I3 FOLDING BIKE Tahun 2016,
HASIL SENDIRI Rp. 2.725.000

LAINNYA, XIAOMI HIMO Z16 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
2.724.000

LAINNYA, POLYGON METRO 1.0 FOLDING BIKE Tahun 2006,
HASIL SENDIRI Rp. 1.725.000

LAINNYA, POLYGON GILI VELO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
8.725.000

MOBIL, BMW E46 3181 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
102.300.000
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22. MOBIL, BMW E46 3301 Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
135.625.000

23. MOBIL, CITROEN E-C3 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
250.625.000

24. MOBIL, BMW F10/528] Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
310.000.000

25. MOTOR, VESPA SPRINT S Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

60.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 292.099.300
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 699.107.276
F. HARTA LAINNYA Rp. 980.318.555
Sub Total Rp. 6.164.809.881
. HUTANG Rp. 469.013.016
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.695.796.865
Catatan:

03

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HARSINI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
3. NHK : 209489
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.101.500.000

1. Tanah Seluas 397 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp.
60.000.000

2. Tanah Seluas 2.550 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp.
110.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 530 m2/130 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000

4. Tanah Seluas 1592 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp.
180.000.000

5.  Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/140 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

7. Tanah Seluas 4.240 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 305.000.000

8. Tanah Seluas 1.102 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 135.000.000

9. Tanah Seluas 2.008 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 179.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 695 m2/100 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 112.500.000

11. Tanah Seluas 1.104 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

SENDIRI Rp. 165.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 555 m2/300 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/110 m2 di KAB / KOTA
SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

14. Tanah Seluas 4.368 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

15. Tanah Seluas 2.100 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

16. Tanah Seluas 1.878 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 310.000.000

17. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/140 m2 di KAB / KOTA
SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

18. Tanah Seluas 397 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000

19. Tanah Seluas 394 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.040.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000

2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER FORTUNER 2,4 VRZ 4X2 AIT
Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

3.  MOBIL, MITSHUBISI PAJERO SPORT 2.4 L DAKAR Tahun 2024,
HASIL SENDIRI Rp. 635.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 333.138.309

F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 6.507.138.309

Ill. HUTANG Rp. 2.206.395.779
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 4.300.742.530

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



